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Pengantar Editor
Alhamdulillahirabbir’alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena atas segala karunia dan petunjuk-Nya lah Seminar Serantau Islam Kontemporer 2015 Indonesia-Malaysia, yang diselenggarakan atas kerjasama antara Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas 
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan Pusat Pengajian Umum Universitas Utara Malaysia 
dapat terselenggara dengan baik. Shalawat serta salam juga tak lupa dipanjatkan ke hadirat baginda 
Rasulullah Muhammad saw yang telah membawa risalah perdamaian dan kebaikan untuk alam raya ini.
Seminar Serantau ini pada dasarnya dilaksanakan pada tanggal 20 november 2015 di Dewan Seminar 
Pusat Islam, Universitas Utara Malaysia. Namun karena sesuatu dan lain hal, khususnya masalah-
masalah non-teknis, sehingga penerbitan prosiding dari seminar ini baru dapat terwujud. Adapun 
peserta dari seminar ini terdiri atas civitas akademika dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar dan Universitas Utara Malaysia (UUM).
Seminar ini mengetengahkan beberapa isu kontemporer dalam Islam, diantaranya adalah 
masalah pendidikan, toleransi, budaya, pengembangan ekonomi umat, integrasi ilmu-ilmu agama 
dan ilmu pengetahuan umum serta persoalan-persoalan kontemporer lainnya yang banyak ditemukan 
dalam masyarakat kedua negara. Islam merupakan salah satu agama utama di dunia dan memiliki 
pengaruh yang besar dalam perkembangan dunia dewasa ini, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa 
perkembangan-perkembangan dalam aspek ideologi, sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan 
dunia tidak dapat dipisahkan dari peran serta peradaban Islam itu sendiri. Seminar ini juga pada 
dasarnya ingin memberikan pijakan dasar dalam menjawab isu-isu kontemporer mengenai Islam 
dan masyarakatnya serta kebudayaan yang melingkupinya, yang lebih spesifik lagi melibatkan dua 
negara serumpun yakni Indonesia dan Malaysia, sebab kedua negara ini, selain telah lama memiliki 
hubungan yang baik, juga kedua negara serumpun ini memiliki banyak persamaan, khususnya dalam 
hal agama, budaya dan masyarakatnya.
Akhirnya, semoga prosiding seminar ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
dan agama, khususnya dalam aspek-aspek yang melibatkan dua negara serumpun ini, yakni Indonesia 
dan Malaysia. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi 
dalam seminar dan prosiding ini, disertai permohonan maaf atas segala kekhilafan yang mungkin saja 
terjadi.
Hanya kepada Allah kita berharap, semoga berkah dan rahmatnya senantiasa tercurahkan kepada 
kita semua. Amiin…
Wassalam
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Sambutan
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Alauddin Makassar
Puji syukur yang tiada terhingga atas berkah Rahman dan RahimNya Allah SWT, dan atas hidayah-Nya kepada setiap insan akademik maupun non akademik. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW sang idola hidup dan manusia panutan yang telah mewariskan petunjuk 
yang mulia kepada manusia sehingga tidak kehilangan orientasinya sebagai khalifah di muka bumi ini. 
UIN Alauddin Makassar sebagai lembaga pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri yang memiliki visi 
sebagai Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam. Uuntuk merealisasikan 
visi tersebut, maka salah salah satu misinya yang dapat mendukung kegiatan Seminar Serantau antara 
kedua Negara yaitu antara Indonesia dan Malaysia adalah mewujudkan universitas yang mandiri, 
berkarakter, bertata kelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan 
nilai spiritual dan tradisi keilmuan. Serta salah salah tujuan UIN Alauddin Makassar, adalah Terwujudnya 
jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional. 
Terjalinnya kerjasama antara kedua perguruan tinggi, baik nasioal maupun internasional, dapat 
meningkatkan nilai akreditasi, baik pada tingkat program studi, Fakultas, maupun Universitas. Karena 
semakin banyak menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, maka semakin tinggi nilai akreditasi 
suatu institusi.
Kegiatan Seminar Serantau ini melibatkan beberapa dosen Fakultas Ushuluddin (FUF) dosen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) masing-masing dari UIN Alauddin Makassar, serta beberapa dosen 
dari Universitas Utara Malaysia.
Harapan kami sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, agar 
kerjasama ini terjalin secara terus menerus dapat memberi sumbangsi terhadap pembangunan bangsa 
dan negara.
Samata-Gowa, 26 Februari 2019
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 195907041989031003
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THE ROLE OF ICMI ON THE DEVELOPMENT
OF POLITICAL ASPECT:
Study in the Beginning of Reformation Era
Muhammad Saleh Tajuddin1, Andi Tenri Yeyeng2, Achmad Abubakar3, Kurniati4
Abstract
This writing discusses the role of Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI, Indonesian Muslim 
Intellectual Association) on the development of political aspect in Indonesia, particularly in the beginning 
of Reformation Era. There is a controversy among scholars about ICMI’s attitude to politics. Santoso states 
that the purpose of the ICMI is to gain control of political resources. However, Dhanutirto states that the 
motivation of ICMI is to make national life dynamic, progressive, prosperous and just, all the while adhering 
to the Pancasila In Habibie’s era, ICMI was identified with the state, but attempted to remodel it as a reformist 
state power. There are at least three ICMI’s roles of political aspect in the beginning of New Order. Firstly, the 
issue of democratisation for ICMI has been its involvement in human rights. Secondly, ICMI motivated the 
Habibie government to return to a free press as one of his priority programs. Thirdly, ICMI constructed a free 
space for civil society. The real ICMI agenda in political aspect is a long-term program aimed at educating 
all society in order that people may better understand their political and social rights in modern society. 
Keywords: ICMI, Politics, democracy, and civil society.
I. INTRODUCTION
ICMI may well be seen as a symbol of the resurgence of Islam in Indonesia. This resurgence is a natural process for every community, particularly those who want to display and maintain the aspects of religious continuity that are recommended in Islamic teachings. ICMI as an Islamic organisation is 
very concerned about the development of political aspect, especially the development of civil society in 
Indonesia. The concept of civil society in the writings of Nurcholis Madjid and Dawam Rahardjo have 
been very important to ICMI in that they provide a theoretical concept of Islamic civil society which 
may be given practical application. From Madjid and Dawam’s point of view, the notion of masyarakat 
madani is more comprehensive than the concept of civil society in Western theory, because there is 
spiritual dimension in masyarakat madani.5 Whilst ICMI has a vision of itself as a pure intellectual 
1 Professor at the Faculty of Ushuluddin, Philosophy and Political Science, UIN Alauddin Makassar, email saleh.tajuddin@uin-alauddin.
ac.id 
2 Lecturer of STKIP Pembangunan Makassar, email yeyengtenri@yahoo.co.id 
3 Lecturer at the Faculty of Syariah and Law, UIN Aladdin Makassar, email achmad.abubakar.@uin-alauddin.ac.id 
4 Lecturer at the Faculty of Syariah and Law, UIN Aladdin Makassar, email kurniati@uin-alauddin.ac.id 
5 Zaim Uchrawi and Usman Ks., ICMI Bergerak Lintasan 10 Tahun, Jakarta: Republika, 2000, p. 185. 
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organisation which produces knowledge for the development of political aspect in Indonesia, such 
development must retain this spiritual dimension. 
II. ICMI: A Social or A Political Organization?
Politics is where the relation between the state and civil society is determined. According to 
Azyumardi Azra, ICMI analyst, there are two opinions in regard to the relation between Islam and 
politics in Indonesia. Firstly, politics is integrated with religion, because dien (Islamic religion) has a 
relationship with siyasah (politics). Islamic people believe that Islam entails all dimensions of people’s 
lives, including politics. Therefore, Muslims who adhere to this opinion state that politics is compulsory 
and Muslims must be involved in it and uphold the Islamic political system; indeed they should aim for 
an Islamic State. Secondly, some Islamic people believe that siyasah is part of dien, but see them as having 
different characteristics. Dien has a divine character, sacred, and cleansing, while siyasah is related to 
the profane, which sometimes involves manipulative tactics. Therefore, ulama (Muslim Intellectuals) 
cannot involve themselves in politics, because they will lose their integrity.6 The tendency is to argue that 
ulama cannot be separated from politics but should only be involved with political philosophy, not with 
based tactics. ICMI as an association of Muslim intellectuals, has a close involvement in the political 
system in Indonesia, even though most ICMI members disagree with ICMI’s involvement in siyasah. 
There is a controversy among scholars about ICMI’s attitude to politics. Ramage reveals that some 
scholars, such as Amir Santoso and Aswab Mahasin, agree that ICMI is a political organisation. Santoso, 
from the University of Indonesia, argues that the purpose of the ICMI is to gain control of political 
resources. Mahasin describes himself as a non-active member of the ICMI and his lack of active support 
for the organisation suggests that his inactive status is simply because ICMI has become a ‘pseudo-
political party’ and like a ‘political machine’.7 
Conversely, several responses from scholars, especially ICMI members, challenge the assumption 
that ICMI focuses on politics. Haryanto Dhanutirto states that the motivation of ICMI is to make national 
life dynamic, progressive, prosperous and just, all the while adhering to the Pancasila (the Five basic 
Principal) and 1945 Constitution (UUD 45). He argues that ICMI was never intended to function as a 
corridor for political claims, nor indeed as a political organization.8 Current ICMI chairman Adi Sasono 
states that the ICMI does not have any programs related to politics and power.9 
However, there are several ICMI members who agree that ICMI is a response to Indonesia’s political 
situation, although they argue that the ICMI is not political organisation. A.M. Fatwa, when questioned 
at the ICMI National Seminar in 1995, stated that ICMI is not a political party, but an institution proposed 
as an alternative way to accommodate political aspirations, due to the development of political parties 
being obstructed by the government under the New Order.10 In Teguh’s view, the ICMI’s political role is 
based on ethics, which means politics that is based on values and not on political or group interests.11 
6 Azyumardi Azra, “Jangan Biarkan Integritas intellectual Muslim Punah” in http://www.ICMI.NET. June 2001, p. 2.
7 Douglas E. Ramage, Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance, London and New York: Routledge, 1995, p. 94. 
8 Haryanto Dhanutirto, “ICMI Bukan Koridor Politik.” In ICMI: Beberapa Catatan Kritis, ed. Tamsil Linrung et. al., Jakarta: Amanah Putra 
Nusantara, 1995, pp. 12 – 14. 
9 Sasono, Apresiasi ICMI terhadap Politik and Kekuasaan di Indonesia.” In Tamsil Linrung et. al., p. 47.
10 Dialog I Seminar Nasional Rekonstruksi dan Telaah Kritis Lima Tahun Perjalanan ICMI. In Tamsil Linrung et. al., p. 49.
11 Ibid., p. 52 .
46  -    Prosiding Seminar Serantau Islam Kontemporer Indonesia-Malaysia “Islam Kontemporer di Indonesia dan Malaysia”
Similarly, Yusril Ihza Mahenra, one of the presenters in this seminar, stated that ICMI, which has a 
large following among intellectuals and bureaucrats, hopes to improve political ethics, beginning with 
the ICMI’s circle.12 There is a diverse orientation in political values among ICMI members, even though 
ICMI leaders are dominated by modernists. Yusril emphasises that the task of ICMI involves its role in 
the process of political and bureaucracy personnel changes, particularly since fall of Suharto. ICMI is 
also involved in normative formulations of Acts and other policies. However, the contribution of ICMI 
in political ethics has not been overly successful. Corruption, collusion, nepotism, and incompetence 
in bureaucratic circles still continues.13 
III. ICMI AND ITS POLITICAL ROLE
The role of ICMI in relation to politics involves pros and cons. However, the cons should not 
overshadow ICMI’s ability contribute to the development of civil society and improving the moral basis 
of the state in Indonesia. Such a program is obviously a broader part of the democracy movement that 
gained momentum in the 1990s. Before explaining the relation between the ICMI and democratisation 
processes in Indonesia, it would be better to explain Islam’s democratic potential, and the ICMI’s 
relation to power.
As mentioned earlier, ICMI was established in December, 1990, and the first ICMI conference, was 
opened by President Suharto, and closed by vice president Sudharmono. One problem at that time 
was the importance of the relationship between politics and pure intellectuals. The result was that, 
the political bureaucrats were more dominant than the pure intellectuals.
According to Anwar Hudijono the development of ICMI’s organizational structure during the New 
Order followed bureaucratic lines. Most governors, officers of regencies, and rectors were being used as 
adviser councils.14 This fact led to the perception of ICMI as a vehicle of Suharto. However, a few scholars 
realised that this situation was an opportunity for Islamic people and the Indonesian government to 
overcome the antagonism of the 1980s. Whilst not denying ICMI’s close relationship to the New Order, 
it should not be allowed to overshadow the way in which ICMI functioned as a ‘subversive’ institution 
for some members.
One way of engaging the issue of democratisation for ICMI has been its involvement in human 
rights. On May 2, 1992, the ICMI prepared to hold a seminar with the theme ‘human rights from an 
Indonesian perspective’, but police moved in to disperse the seminar. Some committee members argue 
that the seminar was dispersed not only because it was a meeting held without police permission, but 
also because the seminar was related to the still sensitive issue of human rights and speakers, such as 
Christ Siner Timu and HJC Princen were anti-government.15 
In 1993, ICMI returned to the human rights agenda with Silaknas (National Work Friendship) at 
the Hotel Indonesia Jakarta, which chose human rights as a central theme. ICMI then presented a 
national seminar on human rights, which was organised by CIDES ICMI (Centre for Information and 
Development Studies). The results of the seminar were disseminated through Afcar (CIDES’s Journal), 
which contained six papers. One of the papers was a discussion about the dark cloud over human rights 
12 Ibid., p. 53. 
13 Yusril Ihsa Mahenra, “ICMI Dalam Perspektif Budaya Politik Nasional.” In Tamsil Linrung et. al., p. 22. 
14 Anwar Hudijono, ICMI di Persimpangan Jalan, http://www.kompas.icmi108.htm. November 9, 2000, p. 3.
15 Uchrawi and Usman Ks, op. cit., p., 2000, p. 60. 
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implementation in Indonesia.16 ICMI was the first large organisation to openly discuss the human rights 
problem in Indonesia during the New Order period. After ICMI committed itself to this issue, it became 
natural to discuss human rights in society. 
ICMI’s engagement of the human rights issue supplied momentum for the foundation of an institution 
to handle the human rights problem. In the seminar, CIDES presented several recommendations. One 
of the recommendations was that the government established a National Committee for Human 
Rights (Komnas HAM). It was not long after the seminar that the government of Indonesia established 
Komnas HAM through Presidential Decree No. 50/1993. Even though ICMI was not the first group that 
recommended the foundation of Komnas HAM and was not directly involved in the process of the 
foundation, it had a role to play. The CIDES seminar in 1993 provided substance for ICMI’s pressure on 
the government to implement the idea of Komnas HAM. Moreover, some of ICMI’s members, such as 
Sunny, Baharuddin Lopa, and Aisyah Amini, were active in the process of the foundation of Komnas 
HAM, and then became its core members.17 
Since Muslims are the numerical majority in Indonesia, any democratisation processes should 
be dominated by Islam. Consequently, it is proper that Islamic society dominates in the process of 
democratisation in Indonesia, especially its involvement in national development. The emergence of 
ICMI meant that it was able to bring Islam in from a marginal position in politics, and play an important 
role in the promotion of human rights. However, ICMI’s weaker position in the Wahid era that it meant 
that it needed to prepare a new strategy to effectively participate in the Indonesia democracy movement. 
These ups and downs of ICMI are characteristic of the group’s oscillating relationship to state power 
and that of other organisations. Even though Islam has strong grass roots, ICMI’s relationship with the 
base of Islamic society was weak. For example, Habibie’s relation with ulamas from Madura was always 
contentious and most of NU’s members refused to acknowledge the existence of ICMI, which was an 
ostensibly middle class organisation. However, the emergence of ICMI is very interesting, particularly 
in the way it has overcome the diversity of views and schools in Islam and accommodated desires for 
Muslim political emancipation in the previously marginalised parts of the Islamic organisations, such 
as socialist factions.18 
During the transition era, ICMI’s stance of working within the government made it an effective 
lobbying body. ICMI motivated the Habibie government to return to a free press as one of his priority 
programs. In fact, President Habibie was openly in favour of a free press. On June 5 1998, Minister Yosfiah 
announced the cancellation of the SIUPP (License for exertion of press publication). As a result, Tempo 
Magazine and Detik tabloid were permitted to operate again. In addition the Information Ministry Acts 
No. 47 and 48/1975 were revoked, which held that the PWI (the union of Indonesian Journalist) was 
the only organisation that was permitted to coordinate the journalism profession. This decree openly 
gave opportunities to previously forbidden unions such as the AJI (Independent Journalist’s Alliance).19 
A second widening of what might be construed as a space for civil society came with Habibie’s 
decision to revoke the limitation of political parties to only three, Golkar, PPP, and PDI. The government 
appointed an independent team, which consisted of eleven people to evaluate the political parties. 
16 Ibid., p. 61. 
17 Ibid., pp., 62-63. 
18 Ahmad Bahar (ed) ICMI: Kekuasaan dan Demokrasi, Yogyakarta: Pena Cendikia Indonesia, 1995, p. 82. 
19 Ibid., pp.169-170. 
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As a result, forty-eight political parties were found to be eligible to contest the forthcoming general 
election.20 Habibie fast-tracked the election to 1999 (it should had been conducted in 2002) simply 
because he held that the general election was the most important way to create a government that 
would be accepted by all society.21 
Most of Habibie’s programs were successful, even though some problems were not overcome, such 
as the Aceh and Ambon cases. Nevertheless, the Habibie government provided a strong base for the 
realisation of a new Indonesia. The ICMI, of course, had an important role in the achievement. ICMI in 
Habibie’s era was identified with the state, but attempted to remodel it as a reformist state power. This 
situation allowed Islamic society to become involved in the processes of a state which was committed 
to democratisation processes and removing many of the obstacles to the realisation of unsourced public 
participation in the public sphere. ICMI did however realise that its position was also unfortunate 
because Habibie was seen as part of the anti-reform status quo by many. However, ICMI did not want 
to abandon their support for Habibie because it had many interests that had to be entrusted to him. 
In the end, Habibie’s cabinet included various prominent ICMI members such as Muladi, Muslimin 
Nasution, Malik Fadjar, Juwono Sudharsono, Akbar Tandjung, Ali Alatas, and Adi Sasono.22 
When Habibie failed to maintain his position as president, ICMI was indeed marginalised somewhat 
from the halls of power. Indeed, Abdurrahman Wahid continually tried to persuade some cabinet 
members to resign from ICMI’s membership. Nevertheless ICMI members continued on in Wahid’s 
cabinet and in the bureaucracy. If we see Wahid’s presidency as an attempt to further to reform agenda 
in Indonesian politics, it cannot be denied that ICMI had a role in these processes.
Under Wahid’s government, ICMI had to devise a new strategy to create democratisation in the 
future as the group was distanced from the executive. Wahid was after all, one of ICMI’s fiercest critics 
in the early 1990s. According to A.M. Fatwa, the process of democratisation would be achieved by 
cultural movements, particularly in the educational sphere.23 This agenda is a long-term program aimed 
at educating all society in order that people may better understand their political and social rights in 
modern society. This is the real ICMI agenda, to improve the quality of civil society in Indonesia. 
IV. CONCLUSION
There is a controversy among scholars about ICMI’s attitude to politics. Ramage reveals that 
some scholars, such as Amir Santoso and Aswab Mahasin, agree that ICMI is a political organisation. 
However, several intellectual muslims argue that the ICMI is not political organisation. A.M. Fatwa, 
when questioned at the ICMI National Seminar in 1995, stated that ICMI is not a political party, but an 
institution proposed as an alternative way to accommodate political aspirations, due to the development 
of political parties being obstructed by the government under the New Order.
In regards to ICMI role in political aspect, one way of engaging the issue of democratisation for 
ICMI has been its involvement in human rights. The second way is that during the transition era, ICMI’s 
stance of working within the government made it an effective lobbying body. ICMI motivated the 
Habibie government to return to a free press as one of his priority programs. In fact, President Habibie 
20 Ibid. 
21 Ibid., p. 173. 
22 Anwar Hudijono, op. cit., p. 4
23 AM. Fatwa, ICMI, Negara, and Democratisasi, http://www.compas.Icmo04.htm, 9 November 2000, p. 3
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was openly in favour of a free press. Another way is what might be construed as a space for civil society 
came with Habibie’s decision to revoke the limitation of political parties to only three, Golkar, PPP, and 
PDI. The government appointed an independent team, which consisted of eleven people to evaluate 
the political parties. As a result, forty-eight political parties were found to be eligible to contest the 
forthcoming general election.
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